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Abstrak
 

Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola

sumber daya alam untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan

kewenangannya tersebut, negara dapat menunjuk pihak swasta untuk membantu negara melakukan kegiatan

pengelolaan sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Dari sudut pandang

pemerintah, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat,

sementara dari sudut pandang kontraktor, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan sebagai

sarana kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Adapun setiap keuntungan yang diperoleh dari

kegiatan usaha wajib dikenakan pajak. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa kebijakan yang

mengatur kegiatan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split dalam bentuk

Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pengelolaan minyak dan

gas bumi dalam bentuk kontrak juga tidak memberikan keuntungan yang maksimal untuk pemerintah,

sementara kebijakan yang mengatur kontrak bagi hasil juga tidak menarik minat kontraktor. Selain itu,

terdapat juga tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menetapkan besaran pajak penghasilan

kontraktor antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disarankan

pemerintah mengkaji ulang kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak, serta

mengkoordinasikan kewenangan-kewenangan lembaga yang beririsan dalam menetapkan pajak penghasilan

bagi kontraktor.

......

As an oil producing nation, Indonesia embodied its authority to manage its oil resources through article 33

paragraph 3 of The Republic of Indonesia Constitution 1945. Regarding the article, this means that the state

has the authority to manage Indonesian natural resources, directly or indirectly, through other public and or

private institutions and the profit of such activity shall be for the benefit of the people. This granted the state

to appoint other institution, including a National International Oil Company NOC IOC , to manage the

exploration and production of oil, as that particular activity is regarded as a high risk and high capital

business. From the state perspectives, the management of oil and gas is an attempt to fulfill the people needs

of energy, while in the other hand, from the IOC NOC perspectives, it was an attempt to gain profit as their

core business, and every profit gained from a business activity must be taxed. According to this research, the

regulation that governed a production sharing contract with the gross split scheme mdash Minstry of Mineral

Resources Regulation No. 8 2017 mdash does not have a strong legal basis. In overall, the management of

oil and gas through the contract system does not gives a maximum benefit for the state, and does not attract

the IOC NOC interest to explore and produce oil and gas in Indonesia. There is also an overlapping

jurisdiction to impose the income tax to IOC NOC between the Executive Agency of Oil and Gas and
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Directorat General of Tax. Therefore, in this thesis, the reviewing of oil and gas management through a

contract system and the coordination of agencies that has an overlapping jurisdiction are recommended.


